Tugas Pembelajaran PKn II Kelas 1 Aly.Banat			Ahad, 18 Juli 2021
Asslamu’alaikum warrohmatullahi wa barokatuh
Berjumpa kembali pada tugas pembelajaran PKn II di Kelas 1 Aly. semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan.
Pada kesempatan kita akan mempelajari tentang :
B. “Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian”
Pada materi ini ada 3 pembahasan ;
· Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia
· Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia
· Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia
Sebagaimana yang kalian ketahui sebelumnya, bahwa sistem pemerintahan yang dianut Negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Pada negara yang menganut sistem presidensial seorang Presiden memiliki dua kewenangan yakni kewenangan sebagai kepala negara dan kewenangan sebagai kepala pemerintahan.
Di Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan Presiden dibantu oleh menteri- menteri negara. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Keberadaan kementerian Negara Indonesia itu sendiri diatur secara tegas dalam pada pasal 17 UUD 1945 yang isinya :
a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
b. Menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
d. Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) Perpres No.7 tahun 2015, tugas kementerian negara adalah :
Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Keterangan lebih lanjut kalian membaca teks.pada materi ini hal. 10-14.

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia
Kementerian di Indonesia diatur dalam undang-undang No.39 Th.2008, salah satu isinya adalah kementerian negara dapat dibentuk dengan jumlah maksimal 34 kementerian.
Adapun klasifikasi kementerian negara berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya dapat kalian baca secara lengkap dalam teks hal.15 - 16. Dalam teks tersebut secara tegas dijelaskan kementerian-kementerian mana saja yang termasuk kementerian kelompok 1, kementerian kelompok 2, dan kementerian kelompok 3.
Berikutnya adalah klasifikasi kementerian berdasarkan kementerian koordinator yakni kementerian koordinator bidang politik,hukum dan kemanan, kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan kementerian koordinator bidang kemaritiman. Dan untuk lebih jelasnya, terdapat dalam teks pada hal. 17 – 18. 

3. Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Pemerintahan Negara Republik Indonesia memiliki Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Lembaga Pemerintahan Non Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas tertentu. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian berada di bawah presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Keberadaan LPNK itu sendiri diatur dalam Perpres RI, yakni Keppres No.103 Th.2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
Adapun Lembaga-Lembaga Pemerintahan Non Kementerian di Indonesia dapat kalian simak secara jelas dalam teks pada hal. 20-21. 
Dan perlu kalian ketahui dan simak secara seksama dalam teks, bahwa Lembaga Pemerintahan Non Kementerian di Indonesia ada yang dikoordinasikan oleh menteri, ada juga Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang tidak dikoordinasikan oleh menteri, seperti ; BIN, BNN, BMKG dan lain sebagainya. 
Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Adapun Tugas II kalian yang harus dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan beserta tugas pertama :
1. Jelaskan kedudukan, tugas dan fungsi Kementerikan Negara Republik Indonesia!
2. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi Kementerikan Negara Republik Indonesia berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya secara singkat!
3. Berilah contoh LPNK di Indonesia baik yang dikoordinasikan oleh menteri maupun yang tidak dikoordinasikan oleh menteri! Masing-masing minimal 4!

Selamat Belajar dan menjalankan tugas pembelajaran PKn II,
Semoga kesuksesan senantiasa bersama kalian semua dengan RidloNya. Aamiin...
Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan & kesalahan saya dalam pemberian tugas ini
Wassralamu’alaikum warrohmatullahi wa barokatuh.
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